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I. UMUM

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan
Forkopimcam dibentuk dalam rangka untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi pemeliharaan
ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras
dan antargolongan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional,
dan nasional, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas
antarinstansi di daerah, memfasilitasi kehidupan demokratis serta
tampung tantra.

Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Umum, Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan
Forkopimcam dibentuk untuk mendukung efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas
hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan
kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pengaturan lebih
lanjut mengenai Forkopimda dan Forkopimcam diatur dalam Peraturan

Pemerintah.
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Secara umum lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi
keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Provinsi Papua” adalah provinsi-
provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi
otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Provinsi Papua” adalah provinsi-
provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi
khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Majelis Rakyat Papua” adalah
representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki
wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang

Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap
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adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan
kerukunan hidup beragama.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “keanggotaan instansi lainnya” adalah
Kepala Badan Intelijen Daerah provinsi dan ketua pengadilan

tinggi.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah
peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik
sosial.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” antara lain
bencana alam, bencana nonalam, kerusuhan,
gangguan/ancaman ketenteraman dan ketertiban umum,
keamanan, dan gangguan/ancaman lainnya yang dapat
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.



No. 6770

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan mengenai perangkat

daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Provinsi Papua” adalah provinsi-
provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi
khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “keanggotaan instansi lainnya” adalah

ketua pengadilan negeri.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah
peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik
sosial.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
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Pasal 13

Huruf a
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” antara lain
bencana alam, bencana nonalam, kerusuhan,
gangguan/ancaman Kketenteraman dan ketertiban umum,
keamanan, dan gangguan/ancaman lainnya yang dapat
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan mengenai perangkat

daerah.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
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Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan”
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adalah

peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik

sosial.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” antara lain

bencana alam, bencana nonalam, kerusuhan,

gangguan/ancaman ketenteraman dan ketertiban

umum,

keamanan, dan gangguan/ancaman lainnya yang dapat

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Pimpinan instansi vertikal yang dapat diundang dan dilibatkan oleh
Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota antara lain
kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.



